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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program sosialisasi pengawasan
partisipatif yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten
Tangerang terhadap peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Program sosialisasi ini dirancang untuk meningkatkan
kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam
pengawasan pemilu guna memastikan proses demokrasi yang transparan dan akuntabel.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam,
observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai
kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan, seperti seminar, diskusi publik, dan pelatihan
relawan, tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan masih tergolong rendah.
Beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat antara lain
rendahnya literasi politik, keterbatasan akses informasi, serta ketidaksesuaian metode
sosialisasi dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat. Penelitian ini juga
mengidentifikasi bahwa strategi komunikasi yang digunakan oleh Bawaslu belum
sepenuhnya efektif dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok
rentan dan pemilih pemula. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan
efektivitas sosialisasi dengan pendekatan yang lebih interaktif, adaptif, serta pemanfaatan
teknologi informasi dan media sosial untuk memperluas jangkauan dan partisipasi
masyarakat dalam pengawasan Pilkada.

Kata Kunci : Pengawasan Partisipatif, Keterlibatan Masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah.

Abstract

This study aims to analyze the impact of the participatory monitoring outreach program
implemented by the Tangerang Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu) on increasing
public involvement in monitoring the 2024 Regional Head Elections (Pilkada). This outreach
program was designed to raise public awareness and understanding of the importance of their role
in election oversight to ensure a transparent and accountable democratic process. This study used a
qualitative approach using in-depth interviews, observation, and documentation. The results
indicate that despite the implementation of various outreach activities, such as seminars, public
discussions, and volunteer training, the level of public involvement in oversight remains relatively
low. Several factors contributing to this low level of public participation include low political
literacy, limited access to information, and the inconsistency of outreach methods with the social and
cultural characteristics of the local community. This study also identified that the communication
strategy employed by Bawaslu was not fully effective in reaching all levels of society, particularly
vulnerable groups and first-time voters. This study provides recommendations for improving the
effectiveness of outreach through a more interactive and adaptive approach, as well as utilizing
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information technology and social media to expand public reach and participation in Pilkada
oversight.

Keywords: Participatory Supervision, Community Involvement, Regional Head Elections.

A. Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bentuk konkret dari praktik demokrasi
di Indonesia yang memberikan ruang partisipasi kepada rakyat untuk memilih pemimpin
secara langsung. Dalam proses ini, keterlibatan masyarakat tidak hanya dibutuhkan pada
saat pemungutan suara, melainkan juga dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada,
termasuk dalam aspek pengawasan. Salah satu aktor penting yang bertanggung jawab
dalam memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan secara demokratis dan akuntabel adalah
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi
pengawasan secara institusional, tetapi juga mendorong terwujudnya pengawasan
partisipatif yang melibatkan elemen masyarakat secara luas. Melalui pengawasan
partisipatif, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam mengawasi proses pemilu agar
pelanggaran dapat dicegah sejak dini dan integritas pemilu dapat dijaga. Untuk mencapai
tujuan tersebut, Bawaslu secara rutin melaksanakan program sosialisasi sebagai bentuk
edukasi publik mengenai pentingnya pengawasan partisipatif. Program sosialisasi tersebut
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat
dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu, termasuk Pilkada. Dalam
konteks Kabupaten Tangerang, dinamika sosial dan tingkat heterogenitas masyarakat
menjadi tantangan tersendiri bagi efektivitas pelaksanaan program sosialisasi yang
dilakukan oleh Bawaslu.

Pelaksanaan program sosialisasi oleh Bawaslu bertumpu pada gagasan bahwa
partisipasi masyarakat dapat diperkuat melalui edukasi politik yang sistematis dan
berkelanjutan. Masyarakat yang memperoleh informasi yang memadai akan memiliki
tingkat kesadaran politik yang lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan
keterlibatan dalam aktivitas pengawasan pemilu. Dalam praktiknya, Bawaslu Kabupaten
Tangerang telah melaksanakan berbagai bentuk sosialisasi seperti seminar, diskusi publik,
pelatihan relawan demokrasi, dan penyebaran informasi melalui media cetak maupun
digital. Upaya tersebut mencerminkan komitmen lembaga dalam menanamkan nilai-nilai
demokrasi dan tanggung jawab kolektif dalam pengawasan pemilu. Namun demikian,
masih terdapat kesenjangan antara pelaksanaan program sosialisasi dan tingkat
keterlibatan nyata masyarakat di lapangan. Sebagian warga masih menunjukkan sikap
pasif, kurang responsif terhadap isu kepemiluan, dan belum memahami peran strategis
mereka dalam menjaga integritas proses Pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas
program sosialisasi tidak semata ditentukan oleh intensitas pelaksanaannya, tetapi juga
oleh sejauh mana materi, metode, dan media yang digunakan sesuai dengan karakteristik
audiens sasaran. Oleh karena itu, kajian terhadap dampak program sosialisasi terhadap
keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pilkada menjadi penting untuk dilakukan
secara sistematis dan berbasis data.

Pengawasan partisipatif sebagai strategi demokrasi deliberatif menuntut kehadiran
warga negara yang memiliki literasi politik yang baik dan kesadaran akan tanggung
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jawabnya sebagai pemilik kedaulatan. Dalam kerangka tersebut, sosialisasi berfungsi
sebagai jembatan antara lembaga pengawas pemilu dengan masyarakat, agar terjadi proses
transfer pengetahuan yang mampu membentuk pemahaman kolektif tentang pentingnya
keterlibatan dalam pengawasan. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima
informasi, tetapi juga sebagai pelaku aktif yang berperan dalam mendeteksi, melaporkan,
dan mencegah potensi kecurangan yang dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi.
Untuk itu, sosialisasi harus dirancang dengan mempertimbangkan pendekatan yang
komunikatif, interaktif, dan adaptif terhadap latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya
masyarakat setempat. Kabupaten Tangerang sebagai daerah yang memiliki kompleksitas
sosial dan tingkat partisipasi politik yang beragam memerlukan pendekatan yang tepat
sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi. Program sosialisasi yang tidak mempertimbangkan
konteks lokal berpotensi mengalami kegagalan dalam menyampaikan pesan substantif
mengenai pengawasan partisipatif. Oleh karena itu, evaluasi terhadap dampak sosialisasi
harus dilakukan untuk mengetahui efektivitas pendekatan yang digunakan dan sejauh
mana program tersebut mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
Pilkada.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pilkada tidak dapat dilepaskan dari
keberhasilan program sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Jika sosialisasi
dilakukan dengan strategi yang tepat, maka akan terjadi peningkatan pemahaman publik
terhadap peran dan tanggung jawab mereka dalam proses demokrasi. Peningkatan
pemahaman ini akan tercermin dalam berbagai bentuk partisipasi, seperti melaporkan
pelanggaran, menghadiri kegiatan pendidikan pemilih, menjadi relawan pengawas, dan
menyebarkan informasi yang mendukung integritas pemilu. Namun realitas di lapangan
sering kali menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih
tergolong rendah, meskipun sosialisasi telah dilakukan secara formal. Beberapa faktor
yang mempengaruhi kondisi ini antara lain adalah kurangnya minat politik, keterbatasan
waktu, tingkat pendidikan, akses informasi, dan rendahnya kepercayaan terhadap
lembaga penyelenggara pemilu. Situasi tersebut memperkuat urgensi penelitian yang
menganalisis hubungan antara program sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu dan
tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Analisis tersebut akan membantu
mengidentifikasi aspek mana yang sudah efektif dan aspek mana yang masih memerlukan
perbaikan dalam pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif.

Partisipasi politik merupakan konsep sentral dalam kajian ilmu politik dan demokrasi
yang merujuk pada keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan
politik yang menyangkut kehidupan publik. Partisipasi ini mencakup berbagai aktivitas
yang dilakukan individu maupun kelompok untuk memengaruhi arah, proses, dan hasil
kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat
demokratis, partisipasi politik menjadi salah satu indikator utama yang mencerminkan
sejauh mana sistem politik memberikan ruang dan kesempatan kepada rakyat untuk
menjalankan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Secara terminologis, berbagai definisi mengenai partisipasi politik telah dikemukakan
oleh para ahli. Huntington dan Nelson (1976) mendefinisikan partisipasi politik sebagai
kegiatan warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi proses pembuatan keputusan,
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baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih. Sementara itu, Verba dan
Nie (1972) melihat partisipasi politik sebagai aktivitas sukarela yang dilakukan oleh
individu untuk memengaruhi pemilihan pejabat publik atau kebijakan yang diambil oleh
mereka. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik bukan
hanya sebatas menggunakan hak pilih dalam pemilu, tetapi juga mencakup berbagai
tindakan yang menunjukkan keterlibatan politik, seperti menghadiri rapat politik,
mengikuti demonstrasi, menulis opini publik, atau bergabung dalam organisasi politik.

Dalam konteks Indonesia, partisipasi politik tidak hanya ditentukan oleh faktor
individu, tetapi juga oleh struktur kelembagaan dan ruang yang disediakan oleh negara.
Pengawasan partisipatif merupakan bentuk partisipasi politik non-elektoral yang
memungkinkan warga berperan aktif dalam mengontrol pelaksanaan pemilu agar tetap
transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang
menempatkan warga negara sebagai aktor penting dalam menjaga integritas proses politik.

Bawaslu sebagai lembaga negara memiliki mandat tidak hanya untuk mengawasi
pelaksanaan pemilu, tetapi juga untuk melibatkan masyarakat melalui program-program
sosialisasi dan pendidikan politik. Oleh karena itu, efektivitas program sosialisasi
pengawasan partisipatif menjadi kunci untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam
pemilu sebagai bentuk partisipasi politik aktif.

Teori partisipasi politik dari Milbrath dan Goel sangat relevan digunakan dalam
penelitian ini karena menyediakan kerangka klasifikasi yang sistematis untuk mengukur
sejauh mana warga terlibat dalam pengawasan Pilkada. Dengan membagi partisipasi ke
dalam tiga kategori (spectator, transitional, dan gladiator), peneliti dapat menganalisis
dampak program sosialisasi Bawaslu tidak hanya dari sisi kuantitas partisipasi, tetapi juga
dari segi kualitas dan kedalaman keterlibatan masyarakat. Pengawasan partisipatif
diartikan sebagai keterlibatan aktif warga negara untuk memantau, melaporkan, dan
mencegah penyimpangan dalam proses pemilu. Ini melampaui sekadar menjadi pemilih
pasif, melainkan menetapkan warga sebagai pilar kontrol sosial dalam sistem demokrasi.
Menurut hasil penelitian terkini, pengawasan tersebut memperkuat integritas pemilu dan
mewujudkan akuntabilitas horizontal (Sari et al., 2024; Putri & Agustina, 2024). Partisipasi
publik dalam pemantauan proses pemilu menjadikan demokrasi lebih responsif terhadap
kebutuhan warga dan meningkatkan legitimasi hasil pemilihan.

Keterlibatan warga dalam pengawasan partisipatif mencakup pemantauan tahapan
pemilu secara langsung, penyebaran informasi, pelaporan potensi kecurangan, serta
advokasi bersama tokoh masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi pengamat, tetapi
mengambil peran dalam menjaga kelancaran proses demokrasi, menandakan
keberlanjutan budaya politik yang sehat (Putri & Agustina, 2024).

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan dan internalisasi nilai-nilai politik dalam
diri individu agar ia mampu berfungsi sebagai warga negara yang sadar dan aktif dalam
kehidupan politik. Menurut Almond dan Verba (1963), sosialisasi politik merupakan
mekanisme utama dalam pewarisan budaya politik dari satu generasi ke generasi
berikutnya, yang memungkinkan integrasi individu ke dalam sistem politik. Proses ini
tidak hanya membentuk orientasi kognitif terhadap politik, tetapi juga membentuk sikap
emosional dan evaluatif terhadap sistem dan aktor politik.
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Sementara itu, Easton dan Dennis (1969) menjelaskan bahwa sosialisasi politik
merupakan proses di mana individu, khususnya anak-anak, mempelajari pola-pola
perilaku politik yang diterima dan menjadi bagian dari sistem politiknya. Pandangan ini
menekankan pentingnya pembentukan sikap politik sejak dini sebagai fondasi loyalitas
terhadap otoritas politik. Dalam konteks ini, sosialisasi politik berfungsi tidak hanya
sebagai media pemeliharaan sistem politik, tetapi juga sebagai sarana perubahan dan
adaptasi nilai sesuai dengan perkembangan sosial dan teknologi yang mempengaruhi
relasi warga dan negara.

Komunikasi publik merupakan suatu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh
individu, kelompok, atau lembaga kepada khalayak luas dengan tujuan menyampaikan
pesan, membentuk opini publik, atau mempengaruhi perilaku sosial. Dalam konteks
demokrasi modern, komunikasi publik menjadi instrumen vital dalam proses interaksi
antara lembaga negara dengan warga negara. Komunikasi publik tidak hanya menyangkut
penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan proses persuasif, edukatif, dan partisipatif
yang bertujuan membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam isu-isu sosial
dan politik.

Menurut McQuail (2010), komunikasi publik adalah “komunikasi yang berlangsung
dalam ruang publik, memiliki tujuan yang bersifat kolektif, dan menyasar khalayak luas
yang heterogen.” Artinya, komunikasi publik tidak bersifat privat atau personal, tetapi
bersifat terbuka, menyangkut kepentingan umum, dan memiliki potensi memengaruhi
dinamika masyarakat secara luas. Dalam kerangka ini, lembaga negara seperti Bawaslu
memiliki tanggung jawab untuk merancang komunikasi yang tidak hanya informatif,
tetapi juga mendorong partisipasi warga secara aktif dan sadar. Dalam era digital, media
sosial telah menjadi saluran komunikasi publik yang dominan. Media seperti Instagram,
Facebook, TikTok, dan YouTube memungkinkan lembaga seperti Bawaslu untuk
menyampaikan pesan secara cepat, interaktif, dan meluas. Menurut Kaplan dan Haenlein
(2010), media sosial memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik karena sifatnya
yang partisipatif dan horizontal. Pemanfaatan media sosial dalam program sosialisasi
Bawaslu memiliki potensi besar untuk meningkatkan jangkauan pesan ke generasi muda,
pemilih pemula, serta warga yang secara geografis sulit dijangkau melalui sosialisasi
konvensional. Namun demikian, media sosial juga menuntut kreativitas dalam desain
konten dan kepekaan terhadap dinamika digital. Komunikasi yang terlalu formal atau
kaku sering tidak menarik perhatian publik di platform digital. Oleh karena itu, strategi
komunikasi publik melalui media sosial perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip
keterlibatan digital dan narasi yang menyentuh konteks keseharian warga.

Secara konseptual, keterlibatan publik bukan hanya mengenai kehadiran masyarakat
dalam forum sosialisasi atau partisipasi elektoral, tetapi mencerminkan tingkat kedekatan,
interaksi, dan kontribusi langsung dalam proses kebijakan dan implementasi program.
Respons masyarakat terhadap program tertentu dipengaruhi oleh persepsi, nilai,
kebutuhan, dan pengalaman individu maupun komunitas terhadap lembaga
penyelenggara dan isi program yang disampaikan. Respons masyarakat (public response)
dan keterlibatan publik (public engagement) adalah konsep yang saling terkait dalam
kajian komunikasi publik, partisipasi politik, dan sosiologi kebijakan. Respons masyarakat
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merujuk pada reaksi atau tanggapan kolektif masyarakat terhadap suatu kebijakan,
program, atau pesan publik yang disampaikan oleh lembaga, organisasi, atau pemerintah.
Adapun keterlibatan publik merujuk pada tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam
proses komunikasi, pengambilan keputusan, atau pelaksanaan program yang berdampak
pada kehidupan publik (Rowe & Frewer, 2000).

Respons masyarakat menjadi indikator penting dari kesehatan demokrasi lokal.
Demokrasi yang substansial bukan hanya diukur dari aspek formal seperti
terselenggaranya pemilu, tetapijuga dari keterlibatan aktif warga dalam setiap tahap siklus
demokrasi, termasuk dalam pengawasan. Menurut Dryzek (2000), demokrasi deliberatif
menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam proses diskusi, pembentukan opini,
dan kontrol terhadap kebijakan publik. Dalam hal ini, respons masyarakat terhadap
program sosialisasi menjadi bentuk konkret dari kontrol sosial terhadap lembaga
penyelenggara pemilu. Ketika masyarakat merespons secara aktif dengan kritik, umpan
balik, dan keterlibatan dalam pengawasan, maka kualitas penyelenggaraan pemilu akan
meningkat. Oleh karena itu, memahami dan mendorong respons masyarakat menjadi
bagian integral dari strategi pembangunan demokrasi partisipatif.

Salah satu ciri dari public engagement yang efektif adalah terjadinya komunikasi dua
arah antara lembaga dengan masyarakat. McMillan dan Chavis (1986) menyebut bahwa
keterlibatan publik berkembang dalam iklim interaksi, rasa memiliki, dan penghargaan
terhadap kontribusi warga. Komunikasi yang bersifat top-down, satu arah, dan bersifat
indoktrinatif cenderung menghasilkan respons yang rendah karena masyarakat tidak
merasa dilibatkan secara bermakna.

Bawaslu perlu membangun komunikasi dua arah dalam program sosialisasinya
melalui forum diskusi, kuisioner umpan balik, kelompok relawan, dan kemitraan dengan
organisasi lokal. Strategi ini memungkinkan masyarakat merasa diakui, didengar, dan
menjadi bagian dari proses pemilu. Di sinilah letak kunci untuk membangun respons
masyarakat yang autentik dan partisipatif. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti
menyajikan rumusan masalah sebagai betikut :

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat pada tingkat spectator (pengamat pasif)
dalam merespons program sosialisasi pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten
Tangerang?

2. Bagaimana program sosialisasi pengawasan partisipatif Bawaslu mendorong
pergeseran masyarakat dari tingkat partisipasi transitional (pengamat aktif) menuju
keterlibatan yang lebih substantif dalam Pilkada Kabupaten Tangerang 2024?

3. Bagaimana karakteristik dan kontribusi masyarakat yang tergolong dalam tingkat
gladiator (aktivis pengawasan) terhadap pelaksanaan pengawasan partisipatif
dalam Pilkada Kabupaten Tangerang 20247

B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni metode yang

bertujuan untuk memahami makna, fenomena, dan realitas sosial secara mendalam dari
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perspektif partisipan penelitian. Metode ini digunakan untuk menggali secara
komprehensif bagaimana program sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilaksanakan
oleh Bawaslu memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pilkada di
Kabupaten Tangerang. Dengan informan yang diwawancari sebanyak 5 orang informan,
dimana penelitian ini dilaksanakan selama 9 (Sembilan) bulan yaitu dimulai dari bulan
November 2024 hingga Juni 2025.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat pada tingkat spectator (pengamat pasif)
dalam merespons program sosialisasi pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten
Tangerang?

Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Tangerang masih
berada pada tingkat partisipasi politik yang sangat dasar dalam tipologi Milbrath dan Goel,
yaitu kategori spectator. Masyarakat pada kategori ini telah menunjukkan adanya
kesadaran politik minimal, khususnya terhadap isu pengawasan pemilu, tetapi belum
beranjak kepada bentuk keterlibatan yang aktif. Mereka umumnya hanya hadir secara fisik
dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif, atau sekadar menerima informasi
melalui media informal seperti pengumuman masjid, grup WhatsApp lingkungan, atau
cerita dari pengurus RT. Namun, kehadiran dan penerimaan informasi tersebut tidak
diikuti oleh tindakan konkret dalam mendukung kegiatan pengawasan, seperti
menyampaikan pendapat, bertanya dalam forum, menjadi relawan pengawas, atau
melaporkan pelanggaran. Temuan ini secara langsung menjawab rumusan masalah
pertama dalam penelitian, yakni mengenai bentuk partisipasi masyarakat pada tingkat
spectator dalam merespons program sosialisasi pengawasan partisipatif. Data
menunjukkan bahwa partisipasi ini tidak mengarah pada intensi politik aktif, melainkan
terbatas pada keterlibatan pasif yang tidak memberikan kontribusi substantif terhadap
tujuan program. Dalam hal ini, masyarakat lebih bersikap sebagai penerima informasi
ketimbang sebagai subjek yang menginisiasi pengawasan.

2.Bagaimana program sosialisasi pengawasan partisipatif Bawaslu mendorong
pergeseran masyarakat dari tingkat partisipasi transitional (pengamat aktif) menuju
keterlibatan yang lebih substantif dalam Pilkada Kabupaten Tangerang 2024?

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran signifikan dari kelompok
masyarakat yang sebelumnya hanya berada dalam kategori spectator, menuju tingkat
transitional dalam tipologi partisipasi politik Milbrath dan Goel. Warga yang tergolong
dalam tahap ini tidak lagi hanya sekadar menjadi penerima informasi, tetapi mulai
menunjukkan sikap aktif dalam kegiatan pengawasan pemilu. Mereka mulai terlibat dalam
diskusi, mengajukan pertanyaan dalam forum sosialisasi, membagikan informasi kepada
orang lain, hingga menunjukkan keberanian menyampaikan pendapat terkait dugaan
pelanggaran atau isu kepemiluan di lingkungan mereka.

Perilaku ini menandai proses transisi dari pasif menuju keterlibatan yang lebih
substantif. Masyarakat mulai mengalami proses internalisasi nilai-nilai demokrasi dan
memahami bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas lembaga formal seperti
Bawaslu, melainkan juga merupakan hak sekaligus tanggung jawab warga negara. Dalam
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proses ini, tampak adanya kesadaran politik yang berkembang secara bertahap, dipicu oleh
interaksi sosial, keberadaan program edukatif, dan keterpaparan terhadap konten-konten
kampanye digital yang disebarkan oleh penyelenggara pemilu.

3. Bagaimana karakteristik dan kontribusi masyarakat yang tergolong dalam tingkat
gladiator (aktivis pengawasan) terhadap pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam
Pilkada Kabupaten Tangerang 2024?

Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa sebagian kecil masyarakat
Kabupaten Tangerang telah mencapai tingkat partisipasi yang sangat aktif dalam
pengawasan pemilu. Mereka tidak hanya terlibat dalam kegiatan sosialisasi, tetapi juga
memprakarsai forum diskusi warga, menyebarkan informasi kepemiluan melalui media
sosial, menjadi pelapor dugaan pelanggaran, hingga menginisiasi kampanye moral di
lingkungannya untuk mendorong kesadaran kolektif mengenai pentingnya pengawasan
partisipatif. Inilah kelompok yang disebut sebagai “gladiator” warga yang telah
melampaui fase kesadaran pasif dan aktif, dan telah menjelma sebagai agen demokrasi di
tingkat akar rumput.

Keterlibatan ini mencerminkan hasil nyata dari proses pendidikan politik yang bersifat
aplikatif dan komunikatif. Dalam beberapa kasus, warga yang sebelumnya hanya menjadi
penonton pasif, setelah melalui beberapa tahap pelibatan dan pelatihan, mampu bertindak
sebagai fasilitator lokal dalam sosialisasi pemilu. Ini menjadi indikator keberhasilan
pendekatan berjenjang yang telah diterapkan oleh penyelenggara pemilu dalam
membentuk kader pengawas yang tidak hanya loyal pada sistem, tetapi juga kritis
terhadap dinamika pelaksanaannya.

D. Kesimpulan
1. Mayoritas masyarakat di Kabupaten Tangerang masih termasuk dalam kategori

spectator atau pengamat pasif. Mereka memiliki kesadaran tentang pentingnya
pengawasan pemilu, tetapi belum terlibat secara aktif. Partisipasi mereka terbatas
pada menghadiri kegiatan sosialisasi atau menerima informasi lewat media
informal seperti grup WhatsApp atau pengumuman lingkungan. Namun, mereka
belum melakukan tindakan nyata seperti menyampaikan pendapat, bertanya,
melaporkan pelanggaran, atau menjadi relawan pengawas. Kondisi ini dipengaruhi
oleh budaya sosial yang mengutamakan keharmonisan dan rasa takut terhadap
konflik, serta anggapan bahwa pengawasan pemilu adalah tugas lembaga resmi
seperti Bawaslu.

2. Program sosialisasi yang dilakukan Bawaslu berhasil mendorong sebagian
masyarakat untuk bergerak dari spectator ke tingkat transitional, yakni mulai aktif
berpartisipasi. Masyarakat pada tahap ini mulai berdiskusi, bertanya, dan
membagikan informasi terkait pengawasan pemilu. Hal ini menandakan bahwa
kesadaran mereka tentang pentingnya pengawasan mulai tumbuh. Namun, ada
beberapa hambatan seperti rasa takut akan konsekuensi sosial, kurangnya
kepercayaan terhadap sistem pelaporan, dan keterbatasan dukungan yang
membuat sebagian masyarakat belum berani mengambil peran lebih aktif. Untuk
itu, program sosialisasi perlu terus dikembangkan dengan pendekatan yang ramah

153



komunitas, memanfaatkan media sosial, dan menyediakan ruang dialog yang aman
dan terbuka.

3. Sebagian kecil masyarakat sudah berada pada tingkat gladiator, yaitu mereka yang
sangat aktif dan berperan sebagai pengawas. Kelompok ini tidak hanya mengikuti
kegiatan sosialisasi, tapi juga menginisiasi diskusi, menyebarkan informasi lewat
media sosial, melaporkan pelanggaran, dan menggerakkan kesadaran pengawasan
di lingkungan mereka. Mereka memiliki motivasi kuat berdasarkan nilai moral dan
pengetahuan yang baik tentang pemilu. Namun, keberlanjutan peran mereka perlu
didukung oleh lembaga melalui pelatihan, perlindungan hukum, dan pengakuan
agar mereka tetap termotivasi dan terhindar dari tekanan politik. Peran kelompok
ini sangat penting untuk menjaga proses pemilu yang adil dan transparan.
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